
WALIKOTA BATU

PROIIIINSI JAWA TIUUR
PERATT'RAIT DAERAII KOTA BATU

r{ouoR 4 TAHUN 2O2O

TEITTANG

PEITYEDIAAI{, PEITYERAIIAIT, DA.!t PEITGEI,OLAAIT PRASARAITA,

SARA.ITA, DAIT UTILITAS

DENGAN RAHMAT TIJHAIT YANG MAHA ESA

WAIIKOTA BATU,

Menimbang a.

b.

c.

d.

bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir
dan batin bertempat tingga.l, dan mendapatlan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Talun 1945;

bahwa lingkungan perumahan dan permukiman yang baik
harus dilengkapi dengan prasarana, sa-rala, dan utilitas
sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang
fungsi dan aktifltas kegiatan masyarakat di daerah;

bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan

Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta
prasarana, sarala, dan utilitas umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasa.l 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasal Permukiman;
bahwa berdasarkal pertimbangar sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkal Peraturar Daerah Kota Batu tentang
Penyediaa:n, Penyerahan, dal Pengelolaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undarg-Undarg Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043);

Mengingat
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3. Undarg-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l,embaran Negara RepubLik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomors, Tarnbahan Lembaran
Negara RepubLik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JaLan

(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor
132, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007 tentang Penataan
Ruang (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan da-rr Pengelolaan Lingkungan Hrdup
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
14O, Tambahan lcmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan l,embaran
Negara RepubLik Indonesia Nomor 5188);

10. Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentuka.n Peraturan Perundang-undangan (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lemba-ra-n Negara Republik lndonesia Nomor

5234) sebagaimala tetah diubai dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundarg-Undangar (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 108, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252;

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
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(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

22, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280);

i3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undalg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 Republik lndonesia tentang Pemerintahar Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2O 15 Nomor

58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 20O5 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
I€mbaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 3372);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Talun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruarg (l€mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tenta-ng

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201O Nomor 118, Tambahan kmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 516O);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentarg

Pengelolaan Ba-rang Mitik Negara/Daeral (I€mbaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5533);

20. Peraturan Pemerinta-h Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

21. Peraturan Pemerintah Nomor lE Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (bmbaran Negara RepubLik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Ifmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

22. PeralJ)rar. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaar Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Nomor 7I Tahun 2012 t.€nt3.ng

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunal
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum;
24. Peratural Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahar Formal di Daerah;

26. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan
Utiljtas Kawasan Perumahan ;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

os/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

2q. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor

11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian

Kawasan Perumahan dan Permukiman;
30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2Ol2 ter,tar,g Rencana Tata Ruang Wilayah Prounsi Jalva
Timur Tahun 2Oll-2O31;
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31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 201I tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;

32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah;

Detrgan PeEetuJuan Beraama
DEWAN PERWAI(IIJIN RAKYAT DAERAH K( TA BATU

daIr
WALIKOTA BATU

MEMUTUSHAN:

Menetapkan: PERATITRAN DAER AII TENTANG PENYEDIIAIT,
PEITIERAIIAN, DA.IT PENGELOLIIAN PR.ASARANA, SARAITA,

DAN UTILITAS.

BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pssal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintalan Daerah adalah penyelengga-raan urusan

pemerintahan oleh Pemerintal Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang Undarg
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Walikota adalah Wa.likota Batu.
5. Dewar Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalal Dewal Perwakilal Rakyat Daerah
Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daera-h.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
daJI DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretajis Daerah adala-h Sekretaris Daerah Kota Batu;
8. Perargkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Batu,
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9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
UKPD adalah subordinat atau bagian dari PD.

10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanalan adalah Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.
11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.

12. Dinas Pekeiaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas
Pekedaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu-

13, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

adatah Kepala Dinas Pekeqaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Batu.

14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang
pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai

tempat tingga.l atau lingkungan hunian yarlg dilengkapi
dengal prasarana dan sarana lingkungan

15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan pemmahan dan permukiman
serta kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

16. Sa-rana adalah fasiLitas penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi,
sosia-l, dar budaya.

17. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan

lingkungan hunian.
18, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman, baik perkotaan maupun pedeaaan, yang

dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk
suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasaranaJ

sa.rana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan

rumah yang layak huni.
19. Rumah Susun adalah bangunar gedung bertingkat yang

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkar secara fungsional
dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama

dan tanah bersama.
20. Kawasan siap bargun yang selanjutnya drsebut Kasiba

adalah sebidang tanah yang hsiknya serta prasajana,

sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk
pembangunan lingkungar hunian skala besar sesuai

dengan rencana tata ruang.
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21. Lingkungan siap bargun yang selanjutnya disebut
Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta
prasaranar sarana, dan utilitas umumnya tetah

dipersiapkanuntuk pembangunan perumahan dengan

batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian
dari kawasar siap bangun sesuai dengar rencara rinci tata
ruang.

22. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas ada.lah
penyediaarr prasarana, sarana, dar utilitas yang dilakukan
baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun
pengembang.

23. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah
penyerahan, penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikar
atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari
pengembang kepada Pemerintah Daerah.

24. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang
selanjutnya disebut pemanfaatan adalah pihak yang

diberikan hak untuk pemanfaatan prasarala, sarana, darr

utilrtas pemerintah daerah.
25. Pengawasan Prasarana, Sa-rarra, dan ULilitas adalah upaya

untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarara,
sarana, dan utititas dapat berlangsung sesuai dengan

rencanar fungsi, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

26. Pengembang ada.lah badan usaha/badan hukum
penyelenggara pembangunar perumahan dan
permukiman.

27. Kewajibar, Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah
kewajibal yang dibebankan kepada pengembang untuk
menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarala,
darl utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota.

28. Pengguna barang yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah masyarakat di Daerah darr/atau masyarakat dari
luar Daerah.

29. Keterangan Rencana Kota yang setanjutnya disingkat KRK

adalah informasi tentang persyaratan penataan bangunan
dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah
Daerah pada lokasi tertentu.

30, Rencana Tapak (Site PI@n) adalah gambaran/peta rencana
peleta-kan balgunan/kavling dengan segala unsur
penunjangnya dalarn skala batas-batas luas lahal
tertentu.

31. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah
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kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurargi, dan/atau merawat
bangunal sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

32- Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kota Batu.

33. Pengelola Barang Milik Daerah yalg selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaal
barang milik daerah.

34. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang
mempunyai fungsi pengelolaal barang milik daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

35, Tim Veriflkasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota
dalam rangka petal<sanaan penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas.

36. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Batu untuk melakukal
penilaian/perhitungan sehubungan dengan adanya
permohonan penggantian penyediaan lahan makam
dengan cara menyerahkan kompensasi nonuang dari
Pengembang kepada Pemerintah Daerah

37. Berita Aca-ra Serah Terima yang selarjutnya disebut BAST

Administrasi adalah serah terima kelengkapan
administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari
pengembang untuk menyediakal dan menyerahkan
prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintal Daerah.

38. Berita Acara Serah Terima yalg selarjutnya disebut BAST

Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagiarr
prasararla, sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau
bangunar dalam bentuk aset dan/atau pengelolaal
dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada
Pemerintah Daerah.

39. AIat Hak atas Tarah adalah alat bukti dasar
seseorang atau badan hukum datam membuktikan
hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat
atas tanah, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti
pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan
surat bukti perolehar tanah lainnya.

40- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daeral yajlg ditentukan oleh KepaLa Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
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41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP

adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terladi secara walarr dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai peroleharr

baru, atau NJOP pengganti.

42. Pengalihan Lokasi adalah pemindahar atau perubahan
lokasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang
menajdi kewajiban pengembang dari lokasi yang telah
ditetapkan dalam KRK dar rencana tapak ke lokasi lain di
daerah.

BAB II
TU.IUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

pada lingkungan perumahan secara memadar dan
berkualitas;

b. menjamin penyerahan Prasarala, Sarana, dan Utilitas
pada lingkungan perumahan secara tepat;

c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan

Prasarara, Sarana, dar Utilitas di lingkungar perumahan;

d. meojamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan
umum;

e. mewujudkan kelancaran dan ketertibal pelayanal umum;
dan

f memberikan kepastian hukum dalam memarfaatkan
fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah
Daerah, dar Pengembang.

Pasal 3
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Penyerahar dan pengelolaan Prasarana, Sarala, dan Utilitas
Perumahar berdasar prinsip :

a. keterbukaan;
b. kemitraal;
c. keterpaduan;
d. akuntabilitas;
e. kepastian hukum;
f. keberpihakan; dan
g, keberlanjutan.



Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyediaar,
penyeralml dan pengelolaan prasarara, sarana, dan
utilitas di lingkungan perumahan.

(2) Pemenntah Daerah dalam mengatur penyediaan,
penyeralran dal pengelolaan prasarara, sarala, dan
utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan rencala tapak ya-ng telah disalkan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (l) secara rinci meliputi:
a. mengatur perencanaan prasaraIra, sarana, dan utilitas

di lingkungan perumahan;
b. mengawasi penyediaan prasarana, sararla, dan utilitas

di lingkungan perumahan;
c. menyusun database prasarana, sarana, dan utilitas di

lingkungan perumahan;
d. mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas

di tingkungar perumahan dari pengembang;

e. melakukan penagihan kepada pengembang;

f, memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana,
dan utilitas setelah diserahkal oleh pengembang;

g. menggunal<arl dar/atau memanfaatkan prasarana,

sarana, dan utilitas setelah diserahkan oleh
pengembang; dan

h. melakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas
setelah diserahkan oleh pengembang.

(2) Kewenangan pengelolaan prasarara, sarana, dan utilitas di
lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Kepala Daera}l.

(3) Kepala Daerah da.lam melaksanakar kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan
kepada PD yang membidargi.

BAB III
WEWENAI{G

BAB IV
PERUMAIIA.IT DAN PERMI'I MAI{

Pasal 6

Perumahan terdin atas:

a. Perumahan tidal< bersusun; dan
b. Rumah susun.
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Pasal 7

{1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

(2) Kelompok rumah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

berlantai satu atau lebih menyesuaikan rencana tata ruang
dan peraturan perundan-undangan.

Pasal 8

(1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu
lingkungan.

(2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal
dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama,
benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 9

Perumahar sebagaimana dimatsud dalam Pasal 6 ditengkapi
dengan Prasarana, Sa-rana, dan Utilitas.

BAB V
PRASARAITA, SARAI{A, DAIT UTILITAS

Pasal 10

hasarana, Sarana, dan Utilitas merupakan bagian dari ba-rarg

milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

Pasal 11

Prasa-rana Perumahan terdiri atas:
a. jaringal jalan;
b. jaringan salurar pembuangan air limbai;
c. jaringal salural pembuangan air hujan; dan
d. tempat pembuargan sampah.

Halaman 11 dari 38 hlm...



Pe6el 12

Sarana Perumahan terdiri atas:

a. sarana perniagaan/perbelanjaan;

b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

c, sarana pendidikan;
d. sarana kesehatan;

e. sarana peribadatan;
I sarala rekreasi dan ola.L raga;
g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i. sarana parkir.

Pasal 13

Utilitas Perumahan terdiri atas:
a. jaringan air bersih;
b. jaringan listrik;
c. jaringan telekomunikasi;
d. jaringan gas;

e. jaringan transportasi;
f. sarana pemadam kebaka,ran; dan
g. sarana penerangan ja.lan umum.

BAB \II
PENYEDIAAIT PRASARAITA, SARAITA, DAIT UTILITAS

Bagla! Keratu
Bentuk Penyedlaan Praaatuna, Saranr, dan Utlllta3

Pasal 14

(1) Setiap pengembang yang menyelenggarakan perumahan

dan permukiman wajib menyediakan Prasa.rana, Sa-rana,

dan Utilitas.
(2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disediakan dalam bentuk tanah dan
balgunan.

(3) tanah da.rl bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperuntukan bagi prasana dan utilitas, kecuali sarana
disediakar dalam bentuk tanah siap bangun.

(4) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana

sebagaimala dimaksud pada ayat (3) dinyatakar seca-ra

tertulis di da-lam rencana tapak kecuali sarana
pemakaman.
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(5) Setiap pengembang harus menyerahkan surat pemyataan
terkait kepastia-n pemilikan lahan kepada pemerintah
Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan
permohonan izin pembaJrgunan pengembangal
perumaian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan prasafana,

Sarana, darl Utilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Penyediaan Prasarana, Sara]]a. dan Utilitas serta
luasannya dinyatakan dalam rencala tapa.k (sirepron) yang
disahkan menjadi lamprran rzin pembalgunan
pengembangan perumahan.

(2) Salinan rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah
Kelurahan/Desa.

(3) Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat dial<ses
oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan
perumahan.

(4) Pengembang dilarang mempublikasikan:
a rencana tapal< yang belum disahkan; dan
b. rencana tapak yarlg tidak sesuai dengan yang telah

disalkan.

Pasal 16

(1) Perubahan rencana tapak yang berdampak terhadap
penyediaan prasarana dan utilitas harus mendapat
persetujuan 10070 (seratus perseratus) dari warga pemilik
bangunan pada lingkungar perumahan.

(2) Persetujuan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi syarat izin perubahan rencana tapak lingkungan
Perumahan.

Pasal 17

(1) Pengembang perumahal tidak bersusun wajib
menyediakan prasarana, dan utilitas sesuai dengan I(RK
dengan ketentuan luas sebagai berikut:
a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan

25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk
prasarana dan utilitas paling besar 25yo (dua puluh
lima perseratus);

Halaman 13 dan 38 hlm
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b. untuk luas perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare)

sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas
lahan untuk prasarana dan utilitas pating besar 3O7o

(tiga puluh perseratu s) ;

c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus
hektare) , maka luas lalan untuk prasarana dan utilitas
paling besar 3O7o (tiga puluh perseratus).

(2) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib
menyediakan Sarana sesuai dengan KRK dengan
ketentuar luas sebagai berikut:
a. untuk luas perumahan kurang dari atau sama dengan

25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk
sarala paling besar syo (lima perseratus);

b. untuk luas perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare)
sampai dengan 100 ha (seratus hekta-re), maka tuas
lahan untuk sarana paling besar 109'o (sepuluh
perseratus);

c. untuk luas perumahan lebih dad 100 ha (seratus
hektare), maka luas lahan untuk sarana paling besar
159/. (lima belas perseratus).

(3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1i dan ayat (2), pengembarg perumaharr wajib
menyediakan sarana pemakaman sebesar 2o/o ($)a
perseratus) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

(4) Penyediaan lahan untuk sarana pemakaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) oleh pengembang, dapat dilakukal
pada kavling/tapak perumahan dan/atau di luar
kavling/tapak perumahan namun masih berada di dalam
lingkungan kecamatan yang menjadl lokasi pembangunan
perumahal yalg bersangkutan.

Pasal 18

(1) Pengembang rumah susun wajib menyedia-kar tarah
untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas paling sedikit 5Oo/.

(lima puluh perseratus) dari keseluruhal luas lahan.
(2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. paling banyak 1oolo (sepuluh perseratus) dipergunakan

sebagai sarana;
b. paling sedikit 2Oy" (dua puluh perseratus)

dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH;

darr
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c. paling sedikit 2Oo/" (dua puluh perseratus)
dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana, dan
utiLitas.

(3) Selain melaksana-kan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), pengembang rumah susun wajib
menyediakan sarana pemakaman sebesar 2o/o ldua
perseratus) dari keseluruhan luas lantai barlgunan.

(4) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas dalam bentuk tanah siap bangun yarlg
berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas
satuan rumah susun.

Pangraf I
Jaringan rlal,an

Pasal 19

(1) Pengembang wajib membangun jalan di lingkungar
perumahan sesuai dengan rencara tapak yang telah
disahkan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan lebar jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. jalan lingkungan sekunder I dengan lebar perkerasan

antara 5m (lima meter) sampai dengar 7m (tujuh
meter) atau lebih dan leba-r bahujalar 1,5m (satu koma
lima meter) sampai dengan 2m (dua meter);

b. jalan lingkungan sekunder lI dengan lebar perkerasan
minimal antara 5m (lima meter) sampai dengan 6m
(enam meter) atau lebih dan lebar bahu jalan 1 m (satu

meter) sampai dengan 1,5m (satu koma lima meter);

c. jalan Lingkungan sekunder III dengan lebar perkerasan
paling sedikit 5m (lima meter) dan lebar bahu jalan
O,5m (nol koma lima meter).

Patagra,f 2
Jaringen Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 2()

(1) Pengembang wajrb membar.rgun jaringan saluran
pembuangan air limbah pada lingkungan perumahar
sesuai dengar rencana tapak yang telah disahkan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan jaringar salural
pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut:
a. pengembangan sistem pengelolaal limbah setempat
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untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki
septik terutama untuk lingkungan perumahan dengan
kepadatan rendah; dan

b. pengembalgan sistem pengelolaan limbah setempat
untuk skala komunal diwajibkar menggunakan
fasilitas tangki septik bersarna diarahkan pada
perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan deret
atau perumahan baru yang dikembangkan dalam skala
kecil dan menengah.

Paragraf 3
JaringaD Saluran Pembuangan Alr HuJan/Dralnase

Pasal 21

(1) Pengembang wajib membangun saluran pembuangan air
hujan/drainase sesuai dengan rencana tapak yang telah
disahkan.

(2) Saluran pembuangan air hujar/drainase di lingkungan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki badan penerima air dan bangunal pelengkap

secara memadai.
(3) Badan penerima air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa saluran utama yaitu sungai.
(4) Barlguna-n pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran,
balgunan teiunan, jembatan, pompa, pintu air,
plengseng, dan/atau street inlet

Paragraf 4
Tompst Pgmbuangan Sampah

Pasal 22

(1) Pengembang wajib membangun tempat pembuangan

sampah sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan.
(2) Ketentuan mengenai tempat pembuangan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai

berikut:
a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sarnpah

atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah
sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak
sampah;

b. untuk lingkungan Rukun Warga dengan jurnlah
penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) ji\va, disediakan
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gerobak sampah berkapasitas 2 m3 (dua meter kubik)
dan bak sampa}I kapasiLas 6 m3 (enarn meter kubik)
yang berfungsi s€bagai tempat pembuangan sampah;

c. Setiap pengembang wajib menyediakan tempat
penampungar sampah sementara serta diprioritaskal
berupa:
1. tempat penampungan sementara untuk

perumahan skala kecil/perumahan dengan luas
lahan kurang dari 10 ha (sepuluh hektare); atau

2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk
perumahan skala menengah dart besar/
perumahan dengar luas tahan lebih dari l0 ha
(sepuluh hektare).

d. tempat penampungan sebagaimana dimalsud pada

huruf c angka 1 berupa bak kontainer dan/atau
sejenisnya.

Paragraf 5
Penyedlaan Sarana Pemakrman

PEaal 23

(l) Pengembarg perumalan wajib menyediakan sarana
pemakaman, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyediaan sarana pema-kaman dapat dilalukan di

dalam atau di luar tapak perumahan; dan

b. untuk penyediaan sarana pemakaman di tuar tapak
perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang
wilayah atau rencana detail tata ruang.

(2) Penyediaan sarana pemakaman di tuar tapak
pembangunar perumahal sebagaimaaa dimaksud pada

ayat ( l) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah,

setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

b. memperluas lahan makam milik masyarakat dengan

ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi
Daerah dan mendapat persetujuan dari Kepala

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan serta pengelola makam milik
masyarakat;

c. membangun makam baru di luar lokasi laharr

pembangunan perumahan dengal ketentuan
berlokasi dalam w-ilayah administrasi Kota Batu dan
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telah tersedia akses ja.tan menuju lokasi tempat
pemakaman umum;

d. lokasi lahan sesuai dengan rencana penataan ruang
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

e. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang
dibuktikan dengan bukti kepemilikar atas nama
pengembalg dan tidak dalam sengketa/konflik.

Paragraf 6
P€nyedlaan Sarana RTII

Pasal 24

Pengembang perumahan wajib menyediaka,n sarana RTH pada

lingkungal1 perumahan, dengan ketentuar sebagai berikut:
a. menyediakan lahan untuk pengembangan RTH di dalam

lokasi tapak perumahan; dan
b. luasan RTH yang wajib disediakan adalah:

1. taman/tempat bermain untuk lingkungan perumahan

dengan jumlah penduduk sampai dengan 25O (dua
ratus lima puluh) jiwa serta luas tanah paling sedikit
250 m, (dua ratus lima puluh meter persegi) atau
dihitung setiap jiwa membutuhkar 1 m2 (satu meter
persegr);

2. tafiarl/:err.pat bermain untuk lingkungar perumahan
dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus
lima puluh) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu tima
ratus) jiwa serta luas tanah paling sedikit 2.500 m2

(dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap
jiwa membutuhkan 1 m2 (satu meter persegi).

ParEgtaf 7
Penyediaan Utllltas

Pasal 25

(1) Pengembang pemmahan dalam penyediaan utilitas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a sampai

dengan huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi
terkait.

(2) Pengembangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada lingkungan perumahan diarahkan
dalam bentuk jaringan baw-ah taJ,ah lgroun-d. ducting)

untuk meningkatkan aspek keamanan dan
keindahan/estetika lingkungan.
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BAB VII
PEMBENTUKAI TIM VERIFIKASI

Pasal 26

(1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada
lingkungan perumahan dari pengembang atau kelompok
warga masya-ra-kat.

(2) Ketentuan lebih tanjut mengenai tim verifikasi diatur
dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEIYYERAIIAN PRASARANA. SARA.ITA, DAN UTILITAS

Pasa,l 27

(1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarara, dan
utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1, Pasal 12,

dar Pasal 13 kepada Pemerintal Daerah.
(2) Penyerahan prasarana! sarana, dar utilitas di lingkungal

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:
a. paling lambat 1 (satu) talun setelah masa

pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah
diterbiLkannya KRK dan/atau izin pembangunan
pengembangal perumahar; dan

b. sesuai dengan KRK dan/atau izin pembangunan
pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh
pemerintah daerah.

(3) Penyerahan prasarana, prasarana dan utilitas di
Lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dapat dilakukan.
a. seczLra bertahap, apabila rencana pembangunan

perumahan dilakukan bertahap; atau
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan perumahan

dilal<ukal tidak bertahap.
(4) Penyerahan PSU secara admilistratif dilakukan sebelum

proses pengajuan IMB.

Pasal 28

(1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 darr Pasal 13 pada lingkungan perumahan
tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.

(2) Penyerahan sarana pada lingkungal perumahan tidat
bersusun sebagaimana dimal<sud pada Pasal 12 berupa
tanah siap bangun.
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Pasal 29

(1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun
berupa tanah siap banBun.

(2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan
rumah susun kecuali lahan pemakaman.

Pasal 30

(1) Prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan
yang akar diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:
a. untuk prasarana, meliputi tanah dan bangunal yarlg

telah selesai dibalgun dan dipelihara;
b. untuk sarara, meliputi tanah siap bangun atau tanah

dan bangunan yang telah selesai dibangun dan

dipetihara; darr

c. untuk utilitas, meliputi tanah dan bangunan yang

telah selesai dibangun dan dipelihara.
(2) Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarara,

sarana, dan ulilitas di tingkungan perumahan yang telah
memenuhi:
a. persyaratan umum;
b. persyaratar teknis; da

c. persyaratan administrasi.

{3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, meliputi:
a lokasi dan luasan prasarana, sanana dal utilitas sesuai

dengar KRK dan/atau iztn pembangunan
pengembangan perumahal yang telah terbitka-n oleh
pemerintah daerah;

b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesihkasi
teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah; dan
c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang

paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan yang terkait penataan ruang serta
pengembangal perumahar dan kawasan permukiman-

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurul c, pengembang harus menyerahkan:
a. dokumen KRK dan/atau izir. pembangunan

pengembangan perumahan yang telah terbitkan oleh

pemerintah daerah;

b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkal;
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c. Sertifikat Laik Fungsl bag, bangunan yang
dipersyaratkan;

d. surat pelepasar hak atas tanah dari pengembang

kepada pemerintah daerah; dan
e. harga perkiraan PSU yang diserahkan.

BAB TX
TATA CARA PEIYYERAH,IIIT PRASARANA,

SARANA, DAI{ UTILITAS

Pasal 3l

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana,
dan utilitas di lingkungan perumahan yang telah memenuhi:
a. penyerahan secara administrasi;
b. penyerahan kompensasi untuk penyediaan sarana

pemakaman; dan
c. penyerahan secara hsik.

Ketentuan
Prasarana
Walikota.

lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan

Sarana, dal Utilitas diatur da-lan Peraturan

BAB X
PENAGIIIAN

(1) Apabila kelr,ajiban penyerahan prasarana, sarana, dan
utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 tidak dipenuhi oleh pengembang maka Pemerintah
Daerah wajib melakukan penagihan.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
dilakukan apabila:
a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah

ditetapkan;
b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai

dengar jangka waktu yang telah ditetapkan;
c. pengembarg halya menyelesaikar sebagian

kewajibannya;
d. pengembarg menunda realisasi kewajibar yang telah

ditetapkan;
e. pengembarg tidak menyedial<an prasarana, sarara,

dan utilitas yang telah diperjanjikan; atau
L terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa

pengembalg berupaya untuk menghindar dari
kewajiban yang ditetapkan-
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Pasal 34

Apabita pengembarg dinyatakan pailit berdasarkar
keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
maka kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
akar diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta.
paiLit dari pengembang.

BAB XI
RELOI(ASI

Pasal 35

BAB XII
PE ELIIIARAAI{ DAI{ PERAWATA]T PRASARAIiIA,

SARANA, DAN UTILITAS

Pa3al 36

(1) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan
utilitas perumahan sebelum diseralkan kepada

Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.

(2) Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan

utilitas perumahan setelah diseraikan kepada Pemerintah
Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3)Pelaksaraan pemeliharaan dan/atau perawatan

sebagarmala dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
oleh pengembang atas persetujuan Pemerintah Daerah.
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(1) Apabila dalam penyediaan Sarana pemakaman / tempat
pema.l,@man umum secara nyata tidak dibutuhkan
dan/atau dikarenakan perlimbangan keserasian

lingkungan dan kawasan, maka kewajiban penyediaan

Sarala pemakaman/tempat pemakaman umum dapat
dipindahkar ke lokasi lain atau disebut relokasi.

(2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan Sarana
pemakaman/tempat pemakaman umum yang menjadi
kewajiban dari pengembang.

(3) Penilaian atas relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dila-kukan oleh pihak terkait yang berkompetensi
sehingga kegiatan relokasi oleh pengembang lebih tepat
dan memadai.

(4) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
tertulis dari walikota.



Pesel 37

(1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah
diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah
menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam DaJtar
Barang Milik Daerah

(2) Dalam hal keperluan pencatatan pada Daftar Ba-rang Milik
Daerah, maka Kepala Dinas Perumahar, Kas,asan
Permukiman dan Pertanahan menyampaikan fotocopy
dokumen yang terkait penyerahan prasarana, sarana dan
uLrlitas perumahan kepada Kepala SKPD yanB
membidangi aset.

(3) Pencatatan prasarana, sarara, dan utilitas dalam Daftar
Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas

sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik kepada
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam Daftar
Barang Milik Daerah;

b. Sekretaris Daerah melakukan pencatatar aset berupa
prasarana, sarana, dan utilitas ke dalain Daftar
Bararg Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Pejabat Penatausahaan Barang selaku Pembartu
Pengelola Barang Milik Daerah;

c. Pejabat Penatausahaan Barang selaku pejabat yang
berwenang untuk membantu meneliti dan
memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang
Milik Daerah setelah mencatat aset berupa prasarana,
sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik
Daerah, segera menyiapkan usulan Penetapan Status
Penggunaar atas prasarana, sa-rana dan utilitas
kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang
Milik Daerah dilampiri Konsep Keputusan Walikota
tentang Penetapar Status Penggunaan atas PrasaJana,

Sarana, dan Utilitas;
d. Sekretaris Daerah meneliti usulan dari Pejabat

Penatausahaan Barang dan apabila usulan tersebut
disetujui, maka konsep Keputusan Walikota tentang
Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana,
Sarana, dan Utilitas diajukan kepada Walikota untuk
ditardatangani;

e. Keputusan Walikota tentang Penetapar Status
Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan ULilitas
dijadikan dasar Kepala SKPD yang membidangi aset

untuk melakukan serah terima penggunaan kepada
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PD yang berwenang mengelola sesuai dengar jenis
prasarana, sarana, dan utititas; dan

f. PD yang menerima aset berupa prasarana, sarara, dan
utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang
Milik Pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndangan.

(4) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan
Pertanahan selaku Sekretaris Tim Verifikasi
menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan
sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada
Kepala Badan Keuangan Daerah, meliputi:
a. akta notaris asli sebagai pernyataan pelepasan hak

atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana.
dan utilitas oleh Pengembang kepada pemerintah
Daerah;

b. sertipikat tanah asli atas nama pengembang/bukti
peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang
diperuntukkar sebagai prasarana, sa-rana, darl utilitas
yang diserahkan kepada Pemerintah Daeral; dar

c. fotocopy BAST Fisik.
(5) Berdasar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Badan Keua-ngan Daerah selaku pembantu pengelola

Barang Milik Daerah mengajukan permohonan sertifikasi
tanah prasarana, sa,rara, dan utilitas kepada Kantor
Pertanahan Kota Batu sesuai ketentuan peraturan
perundangal .

(6) Pengembang setelah memperoleh Surat Kuasa dari
Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi untuk
mengajukan permohonan sertinkasi tanah prasarana,
sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan BAST Fisik untuk
diatasnanEl<an Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Prasarala, sarala, dan utilitas yang telah diserahkan
kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan.

(2) Pengembang atau masyarakat dapat berparLisipasi dalam
melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap
prasarana, saj.ala, dan utilitas yang telah diserahkan
kepada Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam
pengelolaal prasarana, sarana, dan utilitas yang
pelaksanaarrnya berpedomar pada ketentuan peraturan
perundang undangan.
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(4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kedasama
pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka pemeliharaan fisik dan
pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi
tanggung ja$'ab mitra kerja sama.

(5) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan
utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah
Daerah-

BAB XIII
PEMAI{FIIATAIT PRASARA.IIA, SARAITA, DAII UTILITAS

Pasal 39

(1) Pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah
berdasar pada ketentuan peraturan perundang-
undalgan.

(2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
menjadi Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkar oleh
PD/UKPD, kelompok masyarakat atau badan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) hasarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan
kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya.

BAB XIV
PENGAWASAN DAI{ PENGEIiIDALIAIII DATAM PEITYEDIAAT{
DAN PENYERAIIAN PRASAR.A.ITA, SARANA, DA.IT UTILITAS

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kewajiban pengembang dalam
penyediaal dan penyerahan prasarana, sarana, dan
utilitas di lingkungan peflrmahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukal melalui:
a. pendataan pengembang yang sedang dan/atau telah

melaksanakan pembangunan perumahal;
b. penagihan prasarana, sarana, darl utiLitas perumahar

kepada pengembang yang belum menyediakan
dan/atau menyerahkan prasarana, srarana, dan
utilitas;

c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum
menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana,
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sarana, dan utilitas pada perumahan; dan/atau
d. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana kepada pengembang yang belum menyediakan
dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan
utilitas pada perumahan.

(3) Pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau
telah melaksanaka-n pembargunan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a dilakukan
oleh Dinas Perumahan, Ka\.i'asan Permukiman, dan
Pertanahan dapat dibantu oleh Camat dal Lurah / Kepa.la

Desa setempat.
(4) Penagihan prasarana, sarana, dan utilitas dan pemberian

teguran kepada pengembang perumahan yang belum
menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana,
dan utilitas sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c dilalukar oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukimar, dan Pertanahan sebagai Sekretaris Tim
Verifikasi.

(5) Pengenaan sarksi administratif dilakukan sesuai tata cara
pengenaan sanksi admmistratif terhadap pelanggaran

Peratu ran Daerah .

(6) Pengenaan sanksi pidana dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

BAB XV
PERA.IT SERTA MASYARAXAT

Pasal 4l

(l) Warga penghuni atau masyarakat dapat ikut berperan
serta dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukar dengan memberikan masukan dalaml
a. penyusunan rencana pembangunan prasaranar

sarana, dan utilitas perumahan;
b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sanana, dan

utilitas perumalan;
c. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas

perumahan;

d. pemeliharaar prasarana, sarana, dan utilitas
perumahar; atau

e. pengawasan dan pengendalian perumahar.

Pasal 42

(1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal .11 ayat
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(2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau
melaporkan:
a. penyalahgunaan peruntukan prasarana, sarana, dan

utilitas;
b. penyalalrgunaaa pemanfaatan prasarana, sarana, dan

utilitas;
c. penyerobotan prasarana, sarana, dan utilitas oleh

pihak lain;
d. pengerusal<an prasarana, sarana, dan utilitas oleh

pihak yang tidak bertalggung jalvab; atau
e. keberadaan pengembang yang tidak memenuhi

kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(2) Camat dan/atau Lurah setempat yang menerima laporan

dari masya-rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada
Walikota.

Pasal 43

(1) Pengembang dilarang untuk memindahtangankan
sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas peruma}lan sebagaimana
termuat dalam rencana tapak (site plan) yang telah
disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa
ada persetuj uan tertutis dari Walikota.

(2) Pengembang dilarang untuk menjual, menghibahkan,
menggadaikan, dan/atau memindahtangankan sebagian
atau seluruh prasarana, sarana, dan utilitas perumahan
sebagaimana termuat dalam rencana tapak (sitepran) yang
telai disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

(3) PD/UKPD yang berwenang dalam pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas dilarang untuk mengalihkan
pengelolaan kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas
kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BA3 XVII
PEITYELESAIA.IT SEITGXETA

Paral 44

Sengketa yang timbul dalarn penyediaan dan/atau
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dapat
dilakukan melalui penyelesaial di luar pengadilan atau
melalui pengadilan.

BAA XVI
LARAITGA.IT
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Pasal 45

(l) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan
dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihaa lain dari
pihak yanB bersengketa.

(2) Apabila penyelesaian sengketa di lua-r pengadilan
sebagaimana dimaksud ayat (l), tidak dapat dicapai
kesepal<atan, para pihak yang bersengketa dapat
mengajukan ke pengadilan

Pasal 46

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan sebelum penyerahan kepada Pemerintah
Daerah menjadi tanggung jawab pengembang.

(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah
Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah.

(3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah
Daerah namun dilakukan dengan pola keia sama atau
kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

BA3 XIX
SANKSI ADMII{ISTRATIF'

Pacal 47

(1) memberikan sanksi administratif kepada setiap
pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian aementara kegiatan;
d. denda administratif; dan/atau
e. pengumuman kepada media massa; dan
f. dimasukar ke dalam daftar hitam (black list).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiar
sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dalam Peraturan Walikota.
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BAB XX
I(ETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 48

(1) Apabila pada saat proses penyerahan sebagaimana
dimalsud pada Pasa,l 27 ayat (11, kondisi prasarana,
sarana dal utilitas tidak sesuai dengan yang tertuang
dalam rencana tapak (site ptan) maka Pengembang wajib
mengembalikan atau memperbaiki sebagaiman kondisi
yang sesuai dengan rencana tapal< (site plan) atau dapat
melakukan perencanaan uLang atau revisi KRK da-n

rencana tapak (siteplan) perumahan yang ada.
(2) Perencanaan ulang atau revisi KRK dan rencana tapak

lsite plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan persentase proporsi luas
prasarana, sarana, dan utilitas yang menjadi kewajiban
pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah
Daerah-

(3) Kewajiban penyediaa:n dal penyerahan prasarara, sarana,
dan utilitas selain penyediaan sarana pemakaman atau
tempat pemakaman oleh pengembang sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini, maka dilakukan sesuai dengan
rencana tapak (site plan) ata]u KRK, surat pernyataan yang
pemah dibuat oleh Pengembang dan/atau dokumen
lainnya yang telah diterbitkan seperti lzin Mendirikan
Bangunan, dengan memenuhi persyaratan teknis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah.

(4) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana,

dan utilitas perumahan berupa penyediaan sarana
pemakaman/tempat pemakaman umum oleh pengembang

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, ma-ka

dilakukan dengan dengan cara membangun atau
mengembangkan sarana pemakaman di dalam atau di luar
lokasi tapa-k pembarLgunan perumahan dengan luas
sekurang-kurangnya 2o/" (dua perseratus) dari
keseluruhan luas lahan sebagaimala tercantum dalam
KRK atau rencana tapak lsite plan)-

Paaal 49

(1) Dalam hal trrengembang tidak dapat memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimara dimaksud pada Pasal 31, dikarenakan
pengembang perusahaan telah dinyatakan pailit
berdasarkal putusan /penetapan pengadilar yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengembang

membuat pemyataan yang menyatal<an bahwa
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pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara
prasarana, salana, dan utilitas yang dimaksud.

(2) Dalam hal pengembang tidak bersedia memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimala dimaksud pada Pasal 31, dikarenakan
prasarana, sarara, dan utilitas telah secara nyata
dimalfaatkan untuk kepentingan umum warga
masya-rakat, maka pengembang membuat pernyataan
yang menyatal<an bahwa pengembang tidak bersedia
memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas
yang dimaksud.

(3) Berdasarkar surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintai Daerah membuat BAST
Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan digunakan
sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam
melakukal pencatatan ke dalam Daftar Ba-rang Milik
Daera}t.

Pasal 50

(1) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan
keberadaannya dan prasarana, sarana, dan utilitas
ditelantarkan atau tidak dipelihara serta belum
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah
Daerah berwenang memperbaiki,/ memelihara prasarana,
sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk
memperoleh prasarana, sarana, dan utilitas yang layak
berdasa-r pengajuan surat pemyataan dari Pengurus
Perumahan atau perwakilan warga.

(2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan
keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pernukiman
darl Perta-nahan meminta dari surat keterangan dari
Kepala Desa/Lurah setempat bahwa pengembang tidak
diketahui kedudukan/domisili/keberadaanya di wilayah
setempat.

(3) Terhadap prasaranaj sarana, dan utilitas yang
ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pengembang yaig
tidak diketahui kedudukan atau keberadaalya, maka
mekanisme penyerahannya diatur sebagai berikut:
a. berdasar surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah

setempat bahwa pengembang tidak diketahui
kedudukan/domisili/keberadaanya di wilayah
setempat sebagaimala dimaksud pada ayat (2), maka
Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada
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perwakilan waJga perumalar;
b. setelah dilakukan sosia.lisasi oleh Tim Verifikasi, warga

yang diwakili oleh pengurus perumahan atau
perwakilan warga yang ditunjuk membuat dan
menandatangani Berita Acara Penyerahan Prasarana,
Sarana. dan Utilitas Perumahan dan diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

c. berdasar Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarara,
dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, maka Tim Verifftasi akan melakukan
pengukuran dan pendataan prasarana, sarana dan
utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah
Daerah berdasar kondisi eksisting yang akan
diserahkan oleh perwakilan warga penghuni
perumahan, yang hasilnya berupa garnbar ukur yang
disetujui oleh perwakilan pengums rukun
tetangga/rukun warga atau perwakilan warga ya]1g

ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
setempat; dar

d. selanjutnya, dilakukan penandatanganan peianjian
antara Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan
perwakilal warga tentang penyediaan dan penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan yang
bersangkutan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka
permohonan penl,,erahan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahal yang telah diajukan oleh pengembang kepada
Walikota dan saat ini masih dalarn proses verifikasi oleh

Pemerintah Daerah, mala pelaksanaannya harus mengikuti
tata cara yang termuat dalam Peratural Daerah ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka
mekanisme pemberian peringatan tertulis yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan
tetap mengikuti pedoman yang termuat pada ketentuan
sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 53

Peraturan wa-likota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini
ditetapkar paling lama 6 (enam bulan) sejak diundangkarnya
Peraturan Daerah ini.
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BAB )O(I[
XETEITTUAN PENUTUP

Pagal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam kmbaral Daera-h Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal $ Je11 2020

BATU,

DEWAITTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 5 Jrx\l 2O2O

ZADINI

DAERAH KOTA BATU,

LEMBARAN DAERAH KoTA BATU TAHUN 2o2O NoMoR 4/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR bs-4lLtI!
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I

PEITJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR { TAHUN 2O2O

TENTANG

PEITYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARAITA,

SARANA, DAN UTILITAS

UMUM
bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik darr

sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undarg
Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945, negara menjarnin hak
warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungar hidup yang baik dar sehat

bahwa lingkungan Perumahan dan Permukiman yang baik harus
dilengkapi dengan prasa-rara, sarana, dan utilitas sesuai dengan
kebutuhan lingkungarl untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan
masyarakat di daerah

Dengar diberlakukalnya Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintalan Daerah sebagaimana telai diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 TaIun 2015 tentang
Perubahal Kedua atas Undalg-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor l4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasar Permukiman, maka diperlukan adanya
peraturan tentang penyelenggarakan Perumahan yang meliputi rumah
atau perumahan beserta prasarana, sarana daII utilitas umum, terkait
dengan Penyediaan, Penyerahal dan Pengelolaar Prasa-rana, Sarana,

dan UtiLitas.

Dalam pelaksanaarnya, Penyediaan, Penyerahan darl Pengelolaart

Prasarana, Sarana, dan Utilitas, belum dapat dilaksanakan aecara

optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta
adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat
dilaksanakan dengal baik. Disamping itu, terdapat kekosongan

hukum dalam Penyediaal, Penyerahan dal Pengelolaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas.
Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 1 Talun 2011 tentang Peruma.l.alr dan Kawasan

Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentarg
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukrman danPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedomar

Penyerahan Prasarana, Sarara dan Utilitas Perumahan dan

Permukiman di Daerah
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u. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jeLas.

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan uasas keterbukaan" adalah
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundarg-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dar
pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

demikial, seluruh lapisar masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan,
Huruf b

Yarg dimaksud dengan "asas kemitraan" adala}I
memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman dilakukal oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah denga-n melibatkan peran pelaku

usaha dan masya.rakat, denga]r prinsip saling
memerlukan, memercayai, memperkuat, dar
menguntungkan yang dilakukar, baik langsung maupun
tidak langsung.

Huruf c
Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah
memberikan laldasan agar penyelenggaraan perumahan

dar kawasan permukiman dilaksanakan dengan

memadukan kebijakan dalam pe.encana€rn,

pelaksanaan, pemanfaatan, dan penBendalian, baik
intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam
kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjalg, dan
saling mengisi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas" adalah
bahwa penyelenggaraan penyelenggaraar perumahan

dan kawasal permukiman dapat
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya,

pembiayaannya, maupun hasilnya.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah
jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat
tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun
bukan milik mela-lui cara sewa dan cara bukan sewa.

Halaman 34 dan 38 hlm- .



Jalninan hukum antara lain meJiputi kesesuaian
peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan,
dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Yang dima-ksud dengan nasas keberpihakan" adalah
dalam memenuhi kebutuhar tempat tingga.l yang
tedangkau bagt masyarakat yang mempunyai
keterbatasa-n daya beli serta partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlarjutan" adalah
memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan
kawasan permukiman dilakukan dengal memperhatikan
kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikal dengal
kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengal laju
kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasal secara

serasi dan seimbalg ultuk generasi sekaralg dan
generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasa.l 5

Cukupjelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah adalah

fasilitas pembuangan sampah antara lain fasilitas pengumpulan,

pemilihal, dar pengolahan sampah.

Halaman 35 dari 38 hlm



Pasa] 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Hurrf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengal sarala pemakama-n adalai bagian
dari sarana perumahan yang diperuntukkan sebagai tempat
pemakaman. Luas sarara permakafian minimal 27o {dua
perseratus) dari luas tanah yang al<ar dibangun oleh

PengembarB dajl terletak pada wilayah Kota Batu dengan

ketentuan untuk kelurahan berada di dalam lingkungan
kecanEtan dan untuk desa berada di dalam lingkungan desa

yang menjadi lokasi pembangunan perumahan.
Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Halaman 36 (lari38 hlm



Cukup jelas
Pasal 2 3

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasat 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal2T

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas-

Pasal 29

Cukup jelas-

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pasal

Pasal

Pasal

Pasa-l

Pasal

Pasal

PasaI

Ayat (2)

34
Cukup jetas.

35
Cukup jelas.

36
Cukup jelas.

Cukup jelas.

38
Cukup jelas.

39
Cukup jeias.

40

Cukup jelas.

Yang dimaksud kewajiban Pengembang adalah kewajiban
yang ditualgkar dalam pedanjiar antara Pengembajrg

darl Pemerintah Daerah.

Penagihan dilakukan kepada Pengembang yang tidak
melakukan kewajiban sesuai dengan jangka waktu
penyelesaian sebagaima:ra dimaksud dalam perjanlian

antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Halaman 37 dari 38 hlm.



Pasal 4l
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukupjelas.
Pasal 43

Cukupjelas
Pasa] 44

Cukupjelas.
Pasal 45

Cukupjelas
Pasal 46

Cukupjelas.
Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas-

Ayat (4)

Yang dimaksud Kewajiban penyediaan dan penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahal berupa penyediaan

sarana pemakaman/tempat pemakaman umum oleh
pengembang sebelum berlakunya Peraturan Daerah i.rli dapat
berupa uang sesuai dengan surat keterangan dari Kepala

Desa/Lurah-
Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup je1as.

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukupjelas

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR

Halaman 38 dan 38 hlm...


